BABII
PEMBAHASAN
KETENTUAN DAN PENERAPAN UPAH KERJA LEMBUR MENURUT
HUKUM ISLAM DAN UNDANG UNDANG NO.13 TAHUN 2003 TENTANG
KETENAGAKERJAAN
A. Upah Menurut Hukum Islam
1. Pengertian Upah

Upah dalam bahasa Arab disebut al-ujrah. Dari segi bahasa al-gjru
yang berarti ‘Ywad (ganti), oleh sebab itu a/- sawab (pahala) dinamai juga
al-gjru atau al-yjrah (upah). Pembalasan atas jasa yang diberikan sebagai
imbalan atas manfaat suatu pekerjaan.

Secara umum lafadz jiarah mempunyai pengertian umum yang
meliputi upah barang, pemanfaatan suatu benda atau imbalan sesuatu
kegiatan, upah karena melakukan sesuatu aktivitas tertentu.

Sedangkan H. Moh. Anwar menerangkan bahwa jirah adalah
perakadan (perikatan), pemberian kemafaatan (jasa) kepada orang lain
dengan memakai pengganti balasan jasa yang berupa uang atau barang yang
ditentukan.

Dalam pengertian istilah, pemilik yang menyewakan manfaat
disebut mu’ajjir (orang yang menyewakan), sedangkan pihak yang lainnya

yang  memberikan sewa  disebut mustgjir  (orang  yang

! Sudarsono, Pokok-pokok Hukum Islam, (Jakarta: Rineka Cipta,1992),422.
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menyewakan/penyewa), dan sesuatu yang diakadkan untuk diambil
manfaatnya disebut ma’juur (sewaan) serta jasa yang diberikan sebagai
imbalan manfaat disebut ajran atau ujrah (upah).?
Dalam Figh Mﬁamalah pelaksanaan upah masuk dalam bab Jiarah
namun [jGrah itu sendiri memiliki dua pengertian yaitu : 3
1. Sewa menyewa atau J[jarah atas manfaat. Dalam ljarah ini, objek
akadnya adalah manfaat dari suatu benda.
2. Upah atau Jjarah atas pekerjaan. Dalam [jarah bagian kedua ini, objek
akadnya adalah amal atau pekerjaan seseorang,.
Pengertian Jjarah menurut bahasa adalah balasan atau imbalan yang
diberikan sebagai upah suatu pekerjaan. Sedangkan menurut istilah, para
ulama’ figih berpendapat tentang al-Jjarah diantaranya sebagai berikut :

a. Ulama’ Hanafiah mendefinisikan al-ljarah sebagai
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ljarah adalah akad atas manfaat dengan imbalan berupa harta.*

b. Ulama’ syafi’iyah mendefinisikan al-Ijarah sebagai
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Sabiq, Sayid, Fighussunnah, terjemahan, Kamaluddin, Fikih Sunnah XIIT, (Bandung: PT

Ma’arip, 1987),7.
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Muslich, Ahmad Wardi, Figh Muamalat, (Jakarta: Amzah, 2010),329.
Suhendi, Hendi, Figh Muamalah, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2007), 114.



25

Definisi akad ljarah adalah suatu akad atas manfaat Yang dimaksud
dan tertentu yang bisa diberikan dan dibolehkan dengan imbalan
tertentu”

¢. Ulama’ Malikiyah mendefinisikannya
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sl
ljarah adalah suatu akad yang memberikan hak milik atas manfaat
suatu barang yang mubah untuk masa tertentu dengan imbalan yang
bukan berasal dari manfaat.’

d. Ulama’ Hanabilah mendefinisikan
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ljarah adalah suatu akad atas manfaat yang bisa sah dengan lafal Ijarah
dan kara’ dan semacamnya.”

Dari beberapa pendapat ulama’ tersebut dapat diambil intisari
bahwa [jarah atau sewa-menyewa adalah akad atas manfaat dengan
imbalan. Maka dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa aktivitas perburuhan
dengan menggunakan tenaga manusia dapat dibenarkan dengan penerapan
upah kerja yang merupakan salah satu bentuk Jjarah dalam hukum islam.
Sedangkan besaran upah dalam islam harus ditetapkan melalui kesepakatan

antara pekerja dan pengusaha yang didasarkan pada prinsip keadilan.

5 Muslich, Ahmad Wardi, Figh Muamalat, (Jakarta: Amzah, 2010), 316.
6 Suhendi, Hendi, Figh Muamalah,(Jakarta: PT Raja Grafindo, 2007), 115.
7 Muslich, Ahmad Wardi, Figh Muamalat, (Jakarta: Amzah, 2010), 317.
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2. Dasar Hukum Upah Menurut Hukum Islam
Banyak al-Qur’an dan hadist dan ijma’ yang dijadikan argumen oleh
para ulama’ untuk kebolehan al-ujrah, sebagai berikut:
a. Dasar hukum dari Al-Qur’an antara lain
Surat al-Qashas menerangkan bahwasannya orang yang bekerja
harus kuat dan dapat dipercaya itu yang baik untuk dipekerjakan.

Surat al-Qashas ayat 26
Le
g 9”; W ze” %77 Y my € A, 7.7 "-’ -4, - > T

Artinya: Artinya: Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya
bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita),
Karena Sesunggulnya orang yang paling baik yang kamu
ambil untuk bekega (pada kita) ialah omng yang Kuat dan
dapat dipercaya.®

Surat al-Baqarah menerangkan bahwasannya pembayaran yang
pantas diberikan pada orang yang dipekerjakan.

Surat al-Baqarah ayat 233
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Artinya : Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka
tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan
pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada

Allah dan ketabw]ab bahwa Allah Maha melihat apa yang
kamu kerjakan®

547.

8 Departemen Agama RI, a/-Qur’an dan terjemahan, (Surabaya: CV Karya Utama,2002),
® Ibid, 47.
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Surat at-talaq menerangkan bahwasannya berikanlah imbalan
kepada orang yang sudah bekerja.
Surat at-Talaq ayat 6

sl K sl
Artinya: Jika mereka menyusukan (anak-anak) mw Maks berikanlsh
imbalannya kepada mereka. '’

Semua ayat al-Quran menerangkan bahwasannya harus
memberikan upah yang sewajarnya atau yang sepatutnya sesuai dengan
apa yang sudah dikerjakan oleh pekerja tersebut.

b. Dasar hukum dari sunnah antara lain:

Tentang waktu kerja lemur, Rasulullah SAW bersabda:
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Artinya: “Dan janganlah kamu membebani mercka pekerjaan yang
tidak mampu mereka kerjakan, jika kamu membebaninya
maka bantulah mereka®™’

Dalam pembahasan ini yang akan penulis uraikan adalah [arah
dalam artian pelaksanaan upah (upah kerja lembur).

Diriwayatkan oleh Ibnu Majah, bahwa Nabi SAW bersabda

LRI %z 2 Lo Lt . PR {04
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' 1bid, 817.
u Hajjaj, Abu Husin Muslim Bin, Shohih Muslim,( Beirut, Dar ai-Figr, tt), 1123.
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Artinya: “berikanlah olehmu upah orang bayaran sebelum keringatnya

kering”"?

Uang sewa harus dilakukan dengan akad dan penyerahannya
dilakukan setelah selesainya pemanfaatan sesuatu yang disewakan atau
selesainya pekerjaan, kecuali jika disyaratkan uang sewanya harus
dibayar pada saat akad, karena Rasullullah SAW bersabda,

ELPCIR 3 KUY g I Byh VA Y g PR

Artinya: “Namun pekerja, maka upabnjya dibayarkan jika ia telah
menyelesaikan pekerjaannya”"

Perlu diketahui bahwa tujuan disyari’atkannya al-Jjarah itu
adalah untuk memberi keringanan kepada umat dalam pergaulan hidup.
Banyak orang yang mempunyai anak, tetapi tidak bekerja, dipihak lain
banyak orang yang mempunyai tenaga atau keahlian yang
membutuhkan uang. Dengan adanya Jirah  keduanya saling
mendapatkan keuntungan dan kedua belah pihak saling mendapatkan
manfaat."

Pada dasarnya hubungan kerja menurut islam merupakan suatu
usaha kerjasama yang saling menguntungkan dalam rangka upaya
meningkatkan tarif hidup bersama, baik bagi perusahaan maupun

pekerjaoleh karena itu tidak dibenarkan adanya pemaksaan untuk

2 Suhendi, Hendi, Figh Muamalah,(Jakarta: PT Raja Grafindo, 2007),116.

** Al Jazairi, Abu Bakar Jabir, Minhaajul Muslim, terjemahan, Fadli Bahri, Easiklopedia
Mouslim, (Darul Fikr: Beirut, t.t), 525.

" Ghazaly, Abdul Rahman, Figh Muamalst,(Jakarta: Kencana, 2010), 278.
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melakukan suatu pekerjaan diluar ketentuan batas waktu kerja yang
telah diatur oleh pemerintah, namun jika suatu perusahaan
membutuhkan tenaga seorang pekerja diluar waktu kerja yang telah
ditentukan, maka berdasarkan hadist diatas seorang pengusaha harus
membantu pekerja tersebut dengan cara menambah upah yang biasanya
ia terima.

¢. Dasar Hukum Ijma’

Landasan ijma’nya mengenai disyari’atkan Ijarah , semua umat
bersepakat, tak seorang ulama pun yang membantah kesepakatan ijma’
ini, sekalipun ada beberapa orang di antara mereka yang berbeda
pendapat, akan tetapi hal itu tidak dianggap.'®

Berdasarkan ketentuan Al-Qur’an serta Hadist sekaligus ijma’
diatas maka dapat disimpulkan bahwa pada dasamya persoalan upah
bukan hanya persoalan yang berhubungan dengan uang dan
keuntungan, akan tetapi lebih pada persoalan bagaimana kita
memahami dan menghargai sesama kita dan tolong-menolong antar
satu dengan yang lainnya. Hal ini dimaksudkan sebagai usaha
kerjasama yang saling menguntungkan dalam rangka meningkatkan

taraf hidup bersama, baik bagi pengusaha maupun pekerja.

* Sabiq, Sayyid, Fighussunnah, terjemahan, Kamaluddin, Fikih Sunnah XTI, (Bandung: PT
Alma’arif, 1987), 10.
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3. Hak dan Kewajiban Para Pihak menurut Hukum Islam

Hubungan kerja antara pekerja dan pengusaha, maka akan

menimbulkan hak dan kewajiban diantara masing-masing pihak.'®

1.

Hak pekerja

Adapun hak pekerja antara lain :

a. Hak memperoleh pekerjaan sesuai dengan kemampuan
b. Hak atas pembayaran upah.

Hak atas pembayaran upah berdasarkan surat at-Talaq ayat 6
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Artinya: “Tempatkanlah mereka (pera isteri) di mana kamu bertempat
tinggal menurut kemampuanmu dan Jaoganlah kamu
menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka.
dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang
hamil, Maka berikanlah kepada mercka nafkahnya hingga
mereka bersalin, Kemudian jika mereka menyusukan (anak-
anak)mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya,
dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu)
dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan Maka

perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.'”

c. Hak memperoleh jaminan sosial dan perlindungan

d. Hak memperoleh waktu istirahat

817.

i

7

16 Lubis, Suhrawardi K., Hukum Ekonomi Islam, (Jakarta, Sinar Grafika, 1996), 154,

Departemen Agama RI, a/-Qur’an dan terjemahan, (Surabaya: CV.Karya Utama,2002),
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2. Kewajiban pekerja

a. Menunaikan pekerjaannya

b. Benar-benar bekerja sesuai dengan waktu perjanjian

c. Mengerjakan pekerjaan dengan tekun dan teliti.

d. Mengganti kerugian bila ada barang yang rusak, bila pekerja
sengaja merusaknya.

e. Bertanggung jawab'®

3. Hak-hak pengusaha

a. Hak untuk mendapatan penghormatan dari pekerja

b.  Hak untuk mendapatkan keuntungan

c.  Berhak atas hasil pekerjaan

d. Hak untuk mengatur dan memerintah pekerja.

4. Kewajiban-kewajiban pengusaha

a. Membayar upah para pekerja.

b. Sama statusnya dengan para pekerja dalam pandangan Allah,
seorang majikan juga pemimpin yang bertanggung jawab penuh
atas keselamatan dan kesejahteraan para pekerjanya.

¢. Seorang majikan harus bersikap lemah lembut, kasih sayang dan

pemaaf dan tidak memaksakan kehendaknya kepada para

18 Dahlan, Abdul Aziz, Ensiklopedi Hukum Islam, (Jakarta: PT Ichtiar Baru van Hoeve,2006)
, 663,
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pekerjaanya dengan kata lain seorang majikan tidak boleh semena-

mena terhadap para pekerjanya.

4. Pelaksanaan Pemberian Upah Menurut Hukum Islam

Penentuan upah atau gaji dalam Islam adalah berdasarkan jasa kerja
atau kegunaan atau manfaat tenaga kerja seseorang. Berbeda dengan
pandangan kapitalis dalam menentukan upah, mereka memberikan upah
kepada seseorang pekerja dengan menyesuaikannya dengan biaya hidup
dalam batas minimum, mereka akan menambah upah tersebut apabila beban
hidupnya bertambah pada batas minimum. Sebaliknya mereka akan
menguranginya apabila beban hidupnya berkurang, oleh karena itu upah
scorang pekerja ditentukan berdasarkan beban hidupnya tanpa
memperhatikan jasa yang diberikan oleh tenaga kerja seseorang dan
masyarakat. Di dalam Islam profesionalisme kerja sangatlah dihargai
sehingga upah seorang pekerja benar-benar didasari pada keahlian dan
manfaat yang di berikan oleh si pekerja itu. Islam mengakui adanya
perbedaan di antara berbagai tingkatan pekerja, karena adanya perbedaan
kemampuan serta bakat yang mengakibatkan perbedaan penghasilan dan

hasil material, dalam al-Qur’an surat an-Nisa ayat 32
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Artinya: Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan
Allah kepada sebahagian kamu lebih banyak dari sebahagian yang
Jain.”?

Islam tidak percaya kepada persamaan yang tetap dalam distribusi
kekayaan, karena kemajuan sosial apapun dalam arti yang sebenarnya
menghendaki kesempatan sepenuhnya bagi perbedaan upah, Pendekatan
Qur’ani dalam hal penentuan upah berdasarkan perimbangan kemampuan
dan bakat ini merupakan suatu hal yang terpenting yang harus
diperhitungkan, dalam al-Qur'an maupun sunnah syarat-syarat pokok
mengenai hal ini adalah para majikan harus memberi gaji kepada para
pekerjanya sepenuhnya atas jasa yang mereka berikan, sedangkan para
pekerja harus melakukan pekerjaan mereka dengan sebaik-baiknya, setiap
kegagalan dalam memenuhi syarat-syarat ini akan dianggap sebagai
kegagalan moral baik dipihak majikan ataupun pekerja dan ini harus
dipertanggungjawabkan kepada Tuhan. Disyaratkan dalam setiap transaksi
ketja, upah itu harus jelas dengan bukti dan ciri yang bisa menghilangkan
ketidakjelasan, berdasarkan keterangan serta dalil-dalil di atas bahwasannya
upah yang layak bukanlah suatu konsesi tetapi suatu hak asasi. Kompensasi
yang berupa upah boleh saja dibayarkan tunai boleh juga tidak, upah
tersebut juga bisa dinilai dengan harta, uang ataupun jasa. Sebab apa yang

dinilai dengan harga, maka boleh dijadikan sebagai kompensasi baik berupa

108.

9 Departemen Agama Rl, a/-Qur’an dan terjemahan (Surabaya: CV.Karya Utama,2002),



akan sah transaksi tersebut, pendek kata upah atau gaji haruslah jelas

sehingga menafikkan kekaburan, dan bisa dipenuhi tanpa ada permusuhan,
karena pada dasarnya semua transaksi harus bisa menafikkan permusuhan di
antara manusia dan sebelum kerja harus sudah terjadi kesepakatan tentang
gajinya. Apabila gaji tersebut diberikan dengan suatu tempo, maka harus
diberikan sesuai dengan temponya, apabila gaji disyaratkan untuk diberikan
harian, bulanan atau kurang dari itu ataupun lebih maka gaji tersebut tetap
harus di berikan sesuai dengan kesepakatan tadi. Upah tidak hanya milik
sckedar akad, menurut Madhab Hanafi, mensyaratkan, mempercepat upah
dan menangguhkan sah seperti halnya mempercepat yang sebagian dan
menangguhkan yang sebagian lagi, sesuai dengan kesepakatan kedua belah
pihak, berdalil kepada sabda Rasulallah saw

pad 'y i e § gl 1
Artinya “orang-orang muslim itu sesuai dengan syarat mereka’®’

Jika dalam akad tidak terdapat kesepakatan mempercepat atau
menangguhkan, sekiranya upah itu bersifat dikaitkan dengan waktu
tertentu. Maka wajib dipenuhi sesudah berakhirnya masa tersebut, misalnya
orang yang menyewa rumah untuk selama satu bulan kemudian masa satu

bulan tersebut telah berlalu maka ia wajib membayar sewaan, jika akad

Sablq, Sayyid, Fighussunnah, terjemahan, Kamaluddin, Fikih Sunnah X1I, (Bandung: PT
Alma’arip, 1987), 20.
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ljarah untuk suatu pekerjaan maka kewajiban pembayaran upahnya, pada
waktu berakhirnya pekerjaan.

Mengenai perkiraan upah Taqiyudin an-Nabhani menyatakan bahwa
dalam memperkirakan upah hendaknya tidak dikaitkan dengan harga-harga
barang atau biaya dalam berproduksi, karena upah dengan harga itu sendiri
merupakan dua permasalahan yang berbeda dan berangkat dari adanya jual
beli, sedang upah berangkat dari ljarah , dan juga karena upah itu
merupakan kompensasi dari jasa pekerjaan yang disesuaikan dengan nilai
kegunaannya selama upah tersebut ditentukan di antara keduanya,
disamping itu juga menentukan upah berdasarkan harga atau sebaliknya
akan mengakibatkan seorang pekerja bisa mengendalikan seorang pemberi
pekerja dengan menaikkan atau menurunkan upah seenaknya sendiri dengan
alasan turun dan naiknya harga. Dilain pihak tidak bisa diklaim bahwa
pemaksaan seorang pemberi kerja pada saat memberikan upah yang telah
ditentukan dalam kondisi menurunnya harga barang yang telah dihasilkan
akan menyebabkan keluarnya seorang pekerja, yang terjadi ketika barang

dipasaran secara keseluruhan merosot.
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B. Upah Menurut UU No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan

Pengertian Upah

Upah adalah pembayaran yang diterima buruh selama ia melakukan
pekerjaan atau dipandang melakukan pekerjaan.?! Sedangkan menurut
Nurimansyah Haribuan mengatakan “ upah adalah segala macam bentuk
penghasilan yang diterima buruh/pekerja baik berupa uang ataupun barang
dalam jangka waktu tertentu pada suatu kegiatan ekonomi”.

Sedangkan menurut UU No 13 Tahun 2003 Tentang
ketenagakerjaan Upah adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan
dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau
pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan
menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang
undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas
suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan.?

Pengertian upah dalam kamus bahasa Indonesia adalah uang dan
sebagainya yang dibayarkan sebagai pembalasan jasa atau sebagai
pembayaran tenaga yang sudah dilakukan untuk mengerjakan sesuatu.

Di samping itu, pengertian upah adalah berbeda-beda bagi majikan

bagi organisasi buruh dan bagi buruhnya sendiri. Menurut G.Reynold yang

68.

* Husni, Lalu, Dasar-dasar Hukum Perburuhan, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997),

2 Undang-undang Republik Indonesia No 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan,

(Jakarta: Balai Pustaka,2004), 3.
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dipetik oleh Imam Soepomo : “ Bagi majikan upah itu adalah biaya
produksi yang harus ditekan serendah-rendahnya agar harga barangnya
nanti tidak terlalu tinggi atau keuntungannya menjadi lebih tinggi. Bagi
organisasi buruh adalah obyek yang menjadi perhatiannya untuk
dirundingkan dengan majikan agar dinaikkan. Bagi buruh adalah jumlah
uang yang diterimanya pada waktu tertentu atau lebih penting lagi jumlah
barang kebutuhan hidup yang ia dapat beli dari upah itu.

Upah kerja lembur adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan
dinyatakan dalam bentuk uang scbagai imbalan dari pengusaha kepada
pekerja/buruh yang harus dibayarkan setelah pekerja menyelesaikan
pekerjaannya sesuai dengan melebihi waktu kerja yang telah ditentukan.
Dalam kaitannya upah terdapat dalam hubungan kerja yang memiliki arti
hubungan antara pekerja dan pengusaha yang terjadi setelah diadakannya
perjanjian kerja di mana pekerja menyatakan kesanggupannya untuk bekerja
kepada pengusaha dengan menerima upah, dan di mana pengusaha
menyatakan kesanggupannya untuk mempekerjakan pekerja dengan
membayar upah.,

Sedangkan pengertian dari hubungan kerja adalah hubungan antara
pengusaha dengan pekerja/buruh berdasarkan perjanjian kerja, yang
mempunyai unsur pekerjaan, upah, dan perintah. Dalam perjanjian kerja

mempunyai arti bahwa perjanjian antara pekerja/buruh dengan pengusaha
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atau pemberi kerja yang memuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban
para pihak. Jadi upah akan diberikan oleh pengusaha apabila terjadi
perjanjian kerja antara pengusaha dan pekerja/buruh.
Hak dan Kewajiban Para Pihak
Dalam melaksanakan perjanjian kerja, baik buruh maupun majikan
masing-masing mempunyai hak dan kewajiban. Kewajiban buruh pada
umumnya tersimpul dalam hak majikan, sebaliknya hak buruh tersimpul
dalam kewajiban majikan. Misalnya buruh mempunyai kewajiban untuk
melaksanakan pekerjaan, maka majikan mempunyai hak atas pelaksanaan
pekerjaan oleh buruh tersebut. Kemudian adapun Undang-undang dan
Peraturan pemerintah serta keputusan para menteri yang mengatur tentang
hak dan kewajiban pekerja dan pengusaha yang berkaitan dengan upah kerja
lembur.
a. Kewajiban Pekerja
Di dalam KUH Perdata pada pasal 1603d dikatakan bahwa
buruh yang baik adalah “ buruh yang menjalankan kewajiban-kewajiban
dengan baik yang dalam hal ini kewajiban untuk melakukan atau tidak
melakukan segala sesuatu dalam keadaan yang sama, seharusnya
dilakukan atau tidak dilakukan”” Dari uraian di atas dapat

disimpulkan tentang kewajiban buruh di antaranya:

# Soesilo, Kitab Undang-undang Hukum Perdata, (Jakarta: Wipres, 2007), 363.
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1. Buruh berkewajiban melakukan pekerjaan yang dijanjikan menurut
kemampuanya dengan sebaik-baiknya.

2. Buruh berkewajiban sendiri melakukan pekerjaanya, hanya dengan
seizin majikan ia dapat menyuruh orang ketiga untuk
menggantikanya.

3. Buruh wajib taat terhadap peraturan mengenai hal melakukan
pekerjaanya.

4. Buruh yang tinggal pada pengusaha, wajib berkelakuan baik
menurut tata-tertib rumah tangga pengusaha.

Dalam pendapat yang lain kewajian buruh diatur dalam
KUHPerdata pasal 1603, 1603a, 1603b 1604c dan 1603d. dari pasal-
pasal tersebut dapat disimpulkan beberapa kewajiban buruh yaitu: 24
1. Kewajiban melakukan pekerjaan.

2. Kewajiban menaati peraturan tentang melakukan pekerjaan.

3. Kewajiban membayar ganti rugi dan denda.

b. Kewajiban Pengusaha

Kewajiban umum dari majikan sebagai akibat dari timbulnya
hubungan kerja adalah membayar upah. Sedangkan kewajiban-
kewajiban yang lain diantaranya adalah:

1. Mengatur pekerjaan dan tempat kerja.

* Budiono, Abdul Rachmad, Hukum Perburuban Dj Indonesia, (Jakarta: PT Raja Grafindo
Persada, 1997), 47.
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2. Memberikan cuti.

3. Memberikan surat keterangan.

4. mengurus perawatan dan pengobatan.

Sedangkan kewajiban umum seorang majikan tercantum dalm
pasal 1602y KUH Perdata, yaitu bahwa “seorang majikan wajib
melakukan atau tidak melakukan segala sesvatu yang dalam keadaan
sama sepatutnya harus dilakukan oleh seorang majikan yang baik’.

Dalam hal waktu kerja lembur, beberapa kewajiban yang harus
dipenuhi oleh perusahaan adalah
a. membuat daftar pelaksanaan kerja lembur yang memuat nama

pekerja/buruh yang bekerja lembur dan lamanya waktu kerja
lembur.

b. Membayar upah kerja lembur.

c. Memberi kesempatan untuk istirahat secukupnya. Waktu istirahat
ini harus mengacu pada ketentuan pasal 79 ayat 2 huruf a Undang-
undang No 13 Tahun 2003 yang menetapkan bahwa istirahat
antara jam kerja, sckurang-kurangnya setengah jam setelah bekerja
selama 4 jam terus-menerus dan waktu istirahat tidak termasuk
jam kerja.

d. Memberikan makan dan minumannya sekurang-kurangnya 1 400

kalori apabila kerja lembur selama tiga jam atau lebih.
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Pemberitahuan makanan tidak boleh diganti dengan uang, hal ini
dimaksudkan agar kesehatan pekerja/buruh dapat tetap terpelihara.
Perlu ditegaskan kembali bahwa kewajiban majikan yang
disecbutkan di atas hamyalah beberapa kewajiban yang dirinci oleh
undang-undang, sementara masih banyak kewajiban lainnya. Sebab,
perlindungan kepada buruh banyak sekali terwujud dari kewajiban-
kewajiban yang diletakan oleh undang-undang kepada majikan, oleh
karena itu sering kali pelanggaran atas kewajiban tersebut diancam
dengan pidana. Di dalam UU No. 13 tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan, tidak dijelaskan secara ditail mengenai hak dan
kewajiban kedua belah pihak sebagaimana halnya yang terdapat dalam
KUH Perdata, namun dalam UU No. 13 tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan tersirat pada pasal 6 yang berbunyi: “Setiap
pekerja/buruh berhak memperoleh perlakuan yang sama tanpa
diskriminasi dari pengusaha”, yang dapat diartikan majikan
berkewajiban memperlakukan pekerja tanpa semena-mena sesuai
dengan hak dan kewajiban pekerja.
3. Pelaksanaan Pemberian Upah Kerja Lembur Menurut UU No 13 Tahun
2003
Upah adalah salah satu sarana yang digunakan oleh pekerja untuk

meningkatkan kesejahteraannya. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 31
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Undang-undang No 13 Tahun 2003 disebutkan bahwa kesejahteraan buruh
adalah suatu pemenuhan kebutuhan dan atau keperluan yang bersifat
jasmaniah dan rohaniah, baik di dalam maupun diluar hubungan kerja, yang
secara langsung atau tidak langsung dapat mempertinggi produktivitas
kerja dalam lingkungan kerja yang aman dan sehat.

Berdasarkan ketentuan Pasal 88 ayat 1 dan 2 Undang-undang No 13
Tahun 2003, dijelaskan bahwa setiap pekerja/buruh berhak memperoleh
penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.
Untuk mewujudkan penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak
bagi kemanusiaan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, pemerintah
menetapkan kebijakan pengupahan yang melindungi pekerja/buruh.

Dasar dari pemberian upah adalah waktu kerja. Berdasarkan
ketentuan pasal 77 ayat 1 Undang-undang No 13 Tahun 2003 dijelaskan
bahwa setiap pengusaha wajib melaksanakan ketentuan waktu kerja.
Adapun ketentuan waktu kerja diatur dalam Pasal 77 ayat 2 Undang-undang
No 13 Tahun 2003, yaitu
a. 7 (tujuh) jam 1 (satu) hari dan 40 (empat puluh) jam 1 (satu) minggu

untuk 6 (enam) hari kerja dalam 1 (satu) minggu; atau
b. 8 (delapan) jam 1 (satu) hari dan 40 (empat puluh) jam 1 (satu) minggu

untuk 5 (lima) hari kerja dalam 1 (satu) minggu.
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Berdasarkan juga dalam ketentuan pasal 78 Undang-undang No 13
Tahun 2003 disebutkan bahwa pengusaha yang mempekerjakan
pekerja/buruh melebihi waktu kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77
ayat 2 harus memenuhi syarat:

a. ada persetujuan pekerja/buruh yang bersangkutan,
b. waktu kerja lembur hanya dapat dilakukan paling banyak 3 (tiga) jam
dalam 1 (satu) hari dan 14 (empat belas) jam dalam 1 (satu) minggu.

Pengusaha yang mempekerjakan pekerja/buruh melebihi waktu kerja
sabagaimana dimaksud dalam ayat 1 wajib membayar upah kerja lembur.
Ketentuan waktu kerja lembur sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 huruf b
tidak berlaku bagi sektor usaha atau pekerjaan tertentu. Mengenai waktu
kerja lembur dan upah kerja lembur sebagaimana dimaksud dalam ayat 2
dan 3 diatur dengan Keputusan Menteri.

Keputusan menteri yang dimaksud adalah Kepmenakertrans No.
KEP.102/MEN/VI/2004 tentang waktu kerja lembur dan upah kerja lembur.
Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Kepmenakertrans No.
KEP.102/MEN/VI/2004, Waktu kerja lembur adalah waktu kerja yang
melebihi 7 (tujuh) jam sehari dan 40 (empat puluh) jam 1 (satu) minggu
untuk 6 (enam) hari kerja dalam 1 (satu) minggu atau 8 (delapan) jam

sehari, dan 40 (empat puluh) jam 1 (satu) minggu untuk 5 (lima) hari kerja



dalam 1 (satu) minggu atau waktu kerja pada hari istirahat mingguan dan
atau pada hari libur resmi yang ditetapkan Pemerintah.

Adapun cara perhitungan upah kerja lembur diatur dalam Pasal 8
sampai dengan 11 Kepmenakertrans No. KEP.102/MEN/VI/2004.
Perhitungan upah kerja lembur didasarkan pada upah bulanan. Cara
perhitungan upah sejam adalah 1/173 kali upah sebulan.

Dalam hal upah pekerja/buruh dibayar secara harian, penghitungan
besarnya upah sebulan adalah upah schari dikalikan 25 bagi pekerja/buruh
yang bekerja 6 hari kerja dalam 1 minggu atau dikalikan 21 bagi
pekerja/buruh yang bekerja 5 hari kerja dalam 1 minggu.

Dan dalam hal pekerja/buruh bekerja kurang dari 12 bulan maka
upah sebulan dihitung berdasarkan upah rata-rata selama bekerja dengan
ketentuan tidak boleh lebih rendah dari upah minimum setempat.

Dalam hal upah terdiri dari atas upah pokok dan tunjangan tetap
maka dasar perhitungan upah lembur adalah 100% dari upah. Dalam hal
upah terdiri atas upah pokok, tunjangan tetap, dan tunjangan tidak tetap,
apabila upah pokok ditambah tunjangan tetap, lebih kecil dari 75%
keseluruhan upah, maka dasar perhitungan upah lembur 75% dari

keseluruhan upah.
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Adapun cara perhitungan upah kerja lembur®®
a. Dilakukan pada Hari Kerja yaitu untuk jam kerja lembur pertama
dibayar upah 1,5 kali upah sejam, dan untuk jam kerja lembur
berikutnya dibayar upah 2 kali upah sejam. Ketentuan ini sama dengan
ketentuan dalam Kepmenakertrans No 72 Tahun 1984 yang dicabut
dengan Kepmenakertrans No 102/MEN/VI/2004.
b. Dilakukan pada Hari Istirahat dan Libur Resmi
1) 6 hari kerja 40 jam seminggu
a) Untuk 7 jam pertama dibayar 2 kali upah sejam.
b) Untuk jam ke 8 dibayar 3 kali upah sejam.
c¢) Untuk jam ke 9 dan ke 10 dibayar 4 kali upah sejam.,
d) Apabila hari libur resmi jatuh pada hari kerja terpendek, upah
lembur 5 jam pertama dibayar 2 kali upah sejam. Jam ke 6
dibayar 3 kali upah sejam dan jam kerja lembur ke 7 dan ke 8
dibayar 4 kali upah sejam.
2) 5 hari kerja 40 jam seminggu
a) Untuk 8 jam pertama dibayar 2 kali upah sejam.
b) Untuk jam ke 9 dibayar 3 kali upah sejam.

¢) Untuk jam ke 10 dan ke 11 dibayar 4 kali upah sejam.

¥ Wijayanti, Asri, “ Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi’(Yakarta: Sinar Grafika,2010), 113.
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Pemerintah menegaskan bahwasannya dalam melakukan kerja lembur,
pengusaha tidak diperbolehkan untuk menambahkan waktu kerja lembur yang ada
dalam undang-undang yaitu waktu kerja lembur hanya dapat dilakukan oleh pekerja
selama 3 jam.

Adapun macam-macam sistem pelaksanaan pemberian upah yang
biasanya digunakan dalam sistem hubungan industrial di Indonesia adalah
sebagai berikut :

1. Sistem upah jangka waktu
Sistem upah jangka waktu adalah sistem pemberian upah
menurut jangka waktu tertentu misalnya mingguan, bulanan, dan
harian.
2. Sistem upah Potongan
Sistem ini bertujuan untuk mengganti sistem upah jangka waktu
jika hasil pekerjaannya tidak memuaskan, sistem upah ini hanya dapat
diberikan jika pekerjaannya dapat dinilai dengan ukuran tertentu.
Misalnya diukur dari banyaknya, beratnya, dan sebagainya.
3. Sistem Upah Pemufakatan
Sistem pemberia upah dengan cara memberikan sejumlah uang
kepada kelompok tertentu, selanjutnya kelompok itu akan membagi-

bagikan kepada para anggotanya.
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4. Sistem skala Upah Berubah
Dalam sistem ini jumlah upah yang diberikan berkaitan dengan
harga penjualan hasil dari produksi di pasaran, jika harga atau hasil naik
maka upah pun akan naik, begitu juga sebaliknya.
5. Sistem upah indeks
Sistem ini didasarkan pada indeks biaya kebutuhan hidup.
Dengan sistem ini upah akan naik turun sesuai dengan naik turunnya
biaya hidup.
6. Sistem pembagian keuntungan
Sistem ini dapat disamakan dengan pemberian bonus jika
perusahaan mendapat keuntungan akhir tahun.
C.  Perjanjian Kerja Sebagai Dasar Hubungan Kerja
1. Pengertian
Pasal 1313 KUHPerdata yang berbunyi “perjanjian adalah suatu
perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap
satu orang atau lebih lainnya.”
Sedangkan hubungan kerja adalah hubungan antara pengusaha dengan
pekerja/buruh berdasarkan perjanjian kerja, yang mempunyai unsur pekerjaan,

upah, dan perintah (Pasal 1 angka 15 UU No.13 tahun 2003).
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2. Unsur-Unsur Perjanjian
M.G Rood (pakar hukum perburuhan dari belanda ), 4 unsur syarat
perjanjian kerja:
a) Adanya pekerjaan (work)

Pekerjaan itu bebas sesuai dengan kesepakatan antara pekerja dan
pengusaha asal tidak bertentangan dengan peraturan perundang-
undangan,kesusilaan, dan ketertiban umum.

b) Adanya pelayanan (service)

Didalam hubungan ketja pengusaha sebagai pemberi kerja, sehingga
ia berhak dan sekaligus berkewajiban untuk memberikan instruksi
berkaitan dengan pekerjaannya. Kedudukan tenga kerja sebagai pihak yang
menerima perintah untuk memberikan pelayanan yang berkaitan dengan
pekerjaan.

¢) Adanya upah (pay)

Adanya upah tertentu yang menjadi imbalan atas pekerjaan yang
telah atau akan dilakukan oleh tenaga kerja(Pasal 1 angka 30 UU No.13
tahun 2003).

d) Adanya waktu (time)
Tenaga kerja melaksanakan pekerjaan untuk waktu yang ditentukan

atau untuk waktu yang tidak tertentu atau selama-lamanya.
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Setiap pengusaha wajib melaksanakan ketentuan waktu kerja
sebagaimana telah diatur dalam pasal 77 ayat 2 UU. No.13 Tahun 2003
yang meliputi :

1) 7 (tujuh) jam 1 (satu) hari dan 40 (empat puluh) jam 1 (satu) minggu
untuk 6 hari kerja dalam satu minggu, atau

2) 8 (delapan) jam 1 (satu) hari dan 40 (empat puluh) jam 1 (satu) minggu
untuk 5 (lima) hari kerja dalam satu minggu.

Menurut pasal 78 ayat 2 UU. No.13 tahun 2003, pengusaha yang
mempekerjakan pekerja melebihi waktu kerja sebagaimana maksud pada
pasal 77 ayat 2 wajib membayar upah lembur dan harus memenuhi syarat
sebagimana diatur dalam pasal 78 ayat 1 yaitu :

1) Ada persetujuan pekerja/buruh yang bersangkutan dan
2) Waktu kerja lembur hanya dapat dilakukan paling banyak 3 ( tiga ) jam
dalam 1 ('satu) hari dan 14 ( empat belas ) jam dalam 1 ( satu ) minggu.

Mengenai ketentuan waktu dan upah kerja lembur juga diatur lebih
lanjut dalam keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik
Indonesia Nomor KEP.102/MEN/V1/2004 tentang waktu kerja lembur dan
upah kerja lembur. Di antaranya yaitu dalam pasal 6 ayat 1 yang
menyatakan bahwa untuk melakukan kerja lembur harus ada perintah dari
pengusaha dan persetujuan tertulis dari pekerja/buruh yang bersangkutan

dan pengusaha dalam hal terjadi kerja lembur berkewajiban :
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1) Membayar upah kerja lembur

2) Memberi kesempatan untuk istirahat secukupnya

3) Memberikan makan dan minuman sekurang-kurangnya 1.400 kalori
apabila kerja lembur dilakukan selama 3 jam atau lebih.

Menurut pasal 7 ayat 2 KEP.102/MEN/VI/2004, Pemberian makan
dan minum sebagaimana dimaksud dalam point ke tiga tidak boleh diganti
dengan uang.

Adapun cara perhitungan upah kerja lembur sesuai dengan yang telah
diatur dalam pasal 11 KEP.102/MEN/V1/2004 adalah sebagi berikut :

a. Apabila kerja lembur dilakukan pada hari kerja :

a.l. Untuk jam kerja lembur pertama harus dibayar upah sebesar 1,5 (satu
setengah) kali upah sejam;

a.2. Untuk setiap jam kerja lembur berikutnya harus dibayar upah sebesar 2
(dua) kali upah sejam.

b. Apabila kerja lembur dilakukan pada hari istirahat mingguan dan/atau hari
libur resmi untuk waktu kerja 6 (enam) hari kerja 40 (empat puluh) jam
seminggu maka :

b.1. Perhitungan upah kerja lembur untuk 7 (tujuh) jam pertama dibayar 2
(dua) kali upah sejam, dan jam ke 8 (delapan) dibayar 3 (tiga) kali upah
sejam dan jam lembur kesembilan dan kesepuluh dibayar 4 (empat) kali

upah sejam
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b.2. Apabila hari libur resmi jatuh pada hari kerja terpendek, perhitungan
upah lembur 5 (lima) jam pertama dibayar 2 (dua) kali upah sejam, jam
ke 6 (enam) dibayar 3 (tiga) kali upah sejam dan jam lembur ke 7
(tujuh) dan ke 8 (delapan) dibayar 4 (empat) kali upah sejam.

c. Apabila kerja lembur dilakukan pada hari istirahat mingguan dan/atau hari
libur resmi untuk waktu kerja 5 (lima) hari kerja dan 40 (empat puluh) jam
seminggu, maka perhitungan upah kerja lembur untuk 8 (delapan) jam
pertama dibayar 2 (dua) kali upah sejam, jam ke 9 (sembilan) dibayar 3 (tiga)
kali upah sejam dan jam kesepuluh dan kesebelas dibayar 4 (empat) kali upah
sejam.

3. Bentuk Perjanjian Kerja

Dalam hukum perjanjian, tidak ada peraturan yang mengikat suatu
perjanjian dalam bentuk dan isi tertentu prinsip ini dijamin oleh”asas
kebebasan berkontrak””® yakni suatu asas yang menyatakan bahwa setiap
orang pada dasarnya boleh membuat kontrak (perjanjian) yang berisi berbagai
macam perjanjian asal tidak bertentangan dengan UU, kesusilaan, ketertiban
umum.Asas kebebasan berkontrak tersebut dituangkan dalam pasal 1338
KUHPerdata dengan memperhatikan pasal 1320. pasal 1335, dan pasal 1337

KUHPerdata.?’

% Imayanti, Neni Sri, Hukum Bisais telaah T entang Pelaku dan Kegiatan Ekonomi,
(Yogyakarta: Graha [Imu,2009),57.

#7 Agusmidah, Dinamika dan Kajian Teori Hukum Ketenagakerjaan Indonesia(Bogor:
Ghalia Indonesia,2010), 46-47.
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Dalam praktik di kenal 2 bentuk perjanjian,antara lain:

a)  Tertulis, apabila suatu perjanjian perburuhan dibuat tertulis, maka biaya
akta beserta lain-lain biaya tambahan harus ditanggung oleh
majiakan/pengusaha.

b)  Tidak tertulis, apabila perjanjian discbut dengan tidak tertulis dengan
disebutkan secara lisan oleh pengusaha kepada pekerja/buruh.

Adapun jenis perjanjian kerja yaitu:

a) Perjanjian kerja untuk waktu tidak tertentu, bisa juga disebut pekerja tetap.

b) Perjanjian kerja untuk waktu tertentu, syaratnya pun adalah jenis dan sifat
atau kegiatan pekerjaannya akan selesai dalam waktu tertentu dan bukan

termasuk pekerjaan pokok.



